BAB IV

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Rangkaian tahapan analisis dalam penelitian ini bertujuan untuk melihat
bagaimana bingkai KR terkait pemberitaan yang dilakukan wacana perempuan
raja kraton serta bagaiman sikap KR dalam pemberitaan yang dilakukan.
Penelitian menggunakan metode framing untuk melihat bagaimana media massa
mengkonstruksi realitas.

Dalam analisis teks, peneliti menggunakan 4 perangkat framing dari Pan
dan Kosicki yaitu: sintaksis, skriptural, tematik dan retoris. Dengan keempat
perangkat tersebut dapat menunjukkan framing KR terkait realitas apa yang
diseleksi dan ditonjolkan dalam pemberitaan mengenai wacana perempuan raja
kraton.

Pada level konteks, peneliti menggali data dari pihak KR dengan
melakukan wawancara pada Redaktur Pelaksana dan juwa wartawan KR. Pada
level konteks ini peneliti mengacu pada konsep yang dikemukakan Resse dan
Shoemaker yang memiliki 5 faktor yang mempengaruhi isi dari media massa
yakni tingkat individual, rutinitas media, organisai media, ekstramedia dan
ideologi media. Dengan konsep yang dikemukakan Resse dan Shoemaker peneliti
menggali informasi bagaimana proses produksi berita dan kebijakan redaksi KR

terkait dengan wacana perempuan raja kraton.



Berdasarkan frame besar KR cenderung menonjolkan bahwa raja kraton
adalah keturunan laki-laki. mayoritas narasumber yang ditampilkan oleh KR
menunjukkan sikap kurang setuju terhadap wacana perempuan raja kraton dengan
memberikan alasan yang berlandaskan pada paugeran sebagai konstitusi kraton.
KR juga menonjolkan bahwa ketidaksetujuan yang dilontarkan oleh mayoritas
narasumber karena perubahan paugeran itu sendiri bukanlah persoalan yang
mudah dan butuh proses serta tinjauan lebih lanjut.

Mengenai pemilihan narasumber yang dimunculkan pada berita (baik
headline dan halaman pertama) mengenai wacana perempuan raja kraton KR
memiliki Kkriteria tertentu. Tidak semua narasumber dan pernyataannya dapat
ditampilkan dalam berita. Berita dalam halaman pertama terlebih headline akan
menjadi referensi bagi pembaca sehingga kelayakan pernyataan narasumber
diperhitungkan. Narasumber yang dipilihpun adalah narasumber ahli memiliki
kredibilitas dan kompetensi terkait dengan wacana perempuan raja kraton.

Meskipun dalam analisis konteks KR mengaku bersikap netral dengan
pemberitaan yang dilakukan namun peneliti melihat bahwa pemberitaan yang
dilakukan melalui serangkaian proses seleksi berita mulai dari pemilihan
narasumber yang lebih banyak mendukung bahwa raja adalah laki-laki dan
mempertahankan paugeran adalah bentuk keberpihakkan KR itu sendiri. Pada
akhirnya jelas KR tidak netral seperti yang diungkapkan oleh Aksan Susanto dan
Hudono. Sehingga KR kurang “seimbang” dalam mengakomodasi kepentingan
publik. Terlepas dari itu semua, KR berupaya sebagai koran independen untuk

mengutamakan kepentingan publik. Orientasi KR adalah mengutamakan



kedewasaan berfikir masyarakat dengan memberikan referensi yang terkait
dengan wacana perempuan raja kraton.

Peneliti juga melihat bahwa pemberitaan yang dilakukan KR masih
dipengaruhi oleh kedekatannya dengan Kraton Yogyakarta. KR menggunakan
bahasa yang halus dan terkesan menghormati Sultan Hamengku Buwono X yang
merupakan Raja Kraton Yogyakarta. Selain itu sikap yang ditunjukkan oleh KR
yang banyak menampilkan pendapat dari narasumber yang kurang setuju dengan
wacana Raja Perempuan Kraton Yogyakarta juga tidak bisa dilepaskan dari
pengaruh bahwa KR hidup di tengah-tengah masyarakat yang masih kental

dengan budaya patriarki yang menonjolkan dominasi laki-laki.

B. SARAN

Dalam penelitian ini, masih terdapat berbagai kelemahan dan kekurangan
baik dalam proses maupun hasil dari penelitian. Kendala yang dihadapi peneliti
ketika melakukan analisis teks yakni untuk membedah makna yang terkandung
dari masing-masing kata atau kalimat yang diteliti, penggunaan judul, penempatan
pernyataan narasumber, penggunaan grafis, dan juga makna yang terkandung
dalam teks berita yang diteliti. Sehingga tidak dipungkiri ada ketidaktepatan
peneliti dalam menggali frame pada setiap berita yang diteliti.

Peneliti hanya melihat frame dari satu media saja yaitu KR. Banyak hal
yang bisa digali lebih dalam mengenai wacana perempuan raja kraton ini

misalnya membandingkan dengan koran lokal Yogya lainnya untuk melihat



bagaimana perbandingan frame dari masing-masing media khususnya mengenai
wacana perempuan raja kraton.

Penelitian ini menggunakan perangkat model framing Pan dan Kosicki
yang lebih memfokuskan meneliti media melalui struktur bahasa yang digunakan
dalam membingkai suatu realitas sehingga tidak menutup kemungkinan jika
wacana perempuan raja kraton ini dianalisis dengan perangkat framing model
yang lain seprti framing Gamson dan Modigliani, Robert N. Etman maunpun

Murray Edelman.
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raja perempuan. “Hanya saja per-
soalannya bagaimana paugeran dan
kesepakatan aturan lingkup Kraton
Ngayogyakarta itu sendiri. Dan ja-
ngan dikaitkan keberadaan gubernur
di pemerintahan daerah dengan per-
soalan yang berhubungan dengan
kraton,” paparnya.

Permasalahan yang akan muncul
diprediksikan Warsito yakni pengkai-
tan dan pengkonotasian menduduki
tahta sebagai raja namun secara
otomatis menjadi Gubernur DIY.
“Tinggal nantinya yang mau dipakai
UU yang mana,” terangnya. *

Dalam UU Nomor 32/2004 tentang

Pemerintahan di DIY diatur menge-

nai kekhususan dan keistimewaan
bahwa yang menduduki jabatan
kepala daerah didasarkan atas ketu-
runan Sultan dan wakil kepala
daerah didasarkan atas keturunan
Paku Alam: “Hal ini juga bisa
ditafsirkan, keturunan Sultan tidak
hanya sebatas anak saja namun bisa

Jjuga dari keturunan lain misalnya ke-
ponakan,” terangnya.

Secara pribadi, imbuh Warsito ia ti-
dak mempermasalahkan keberadaan
raja maupun gubernur perempuan.
“Saat ini posisi perempuan tidak ha-
nya pada level bupati saja. Jadi guber-
nur mengapa tidak,” tanyanya.

Aktivis gender dan juga pengurus
Pusat  Studi Wanita  (PSW)
Universitas Negeri = Yogyakarta
(UNY), Nahi’ah J Faraz justru
menyambut gembira serta men-
dukung apabila wacana raja perem-
puan tersebut segera terealisasi.
Senada dengan Warsito, ia beralasan -
dilihat dari aspek sejarah keberadaan
raja perempuan sudah ada sejak lam-
Ppau, selain itu saat ini sudah bermun-
culan tokoh-tokoh calon pemimpin
perempuan baik dalam pemilukada
serta lainnya. “Jadi keberadaan
pemimpin perempuan bukan meru-
pakan hal yang tabu dewasa ini,”
tegasnya.

Secara pribadi, Nahi’ah berpenda-
pat apabila muncul sosok pemimpin
perempuan dari kraton merupakan
sesuatu yang luar biasa, karena me-
miliki nilai positif dengan adanya per-
ubahan nilai dan cara pandang.

“Kalau ini terjadi berarti terjadi
revolusi cara pandang sebagai perem-
puan: Dari lingkungan kraton muncul
sosok. pemimpin perempuan, maka
keadilan gender di lingkungan kraton
sudah terjawab. Dan hal ini akan
mengakar sampai ke tingkat grass
root masyarakat,” paparnya.

Sedangkan kerabat kraton GBPH
Prabukusumo enggan memberikan
komentar soal suksesi kraton. “Saya
tidak berani komentar. Biar masyara-
kat saja yang menilai. Ditanya saja
tokoh-tokoh masyarakat bagaimana,”
katanya. Apakah internal kraton me-
nerima kehadiran pemimpin perem-
puan, Prabukusumo juga tidak berse-
dia memberikan pendapat.

(Ast/M-1/R-3)-b
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Di samping keabsahan, ki-laki tertua dari per-

kekuasaan Sultan atas sete-  maisuri,” katanya, iz
- ngah dari Jika tidak ada putra la
] Tnkd maka wosuni d

- penorusnya adalah
: laki dari raja yang bertahta.

kian sejak pemerintahan Sul- Namun saya tegaskan, suk-
tan Hamengku Buwono I, sesi maupun raja di Kraton
suksesi pengganti Sultansete- Yogyakarta saat ini masih
lah wafat adalah putra laki- misteri,” kata Yuwono Sri
laki, diurutkan dari putrala- Suwito. (Apw)-b

KR-FRANS BOEDISUKARNANTO
H RM Tirun Marwito dan Ir Yuwono Sri Suwito MM




‘oRypELed Yepepe i
PWERS UOJRIy JnUBIp Suek
wreyed ‘rur jees redueg,

“BleTD{e| eTepnes
Ep [IqUITIP BYEU ‘epE Yep
1) exIp ‘Bpe[-e| elel ueund
-39y MEP [IqEIp ujng
pefuow Sued edeis ‘epe
yepns Sued un.afnnd urerep
‘ueyjefuiSuew [RIYOY
e
-g[ uesad uefuep eAuuesunq
-ny jesd jedues efunjue)
Suek ‘qermyesey] pwesejeu
-eq UIpiieg UBWYBLIMPGEN

“wejeqepaad ueNq
~unuewr yepe) wendwaiad esiq eaeyeAS0x URUB)NSEY
1p Blex BUvORM BAUMOUNY Fuauawn/ qisew [l jees elex
B9y 1S9SNS UeNEIedIquIow sed Yepr) SO BIEd0S ‘Te[u
-sw {§ oyueAng POy ‘WY jeureSuad ueSuepogy

‘ool Joid
sepl, ‘41 e38ury 91-o3 peqe eped eyrexeASox apadejoy
oy yepud npe| ‘ynyuna ednl Sueleq ‘Buele oy ueyynl
-uepip uep ynjunt einf yewa( nie Yewo( Ip WeIS]
wezeely WIPIA] 131 YR[AOG "GT-9Y peqe eped npuly
wrerejely sejussardar ueyedniow Sued quqedefely
ugeferdy] eduynjund Lep reuIiy ‘Juefued jedu
-es wAusesoad nnp WeIeje)y Ueeleloy] UBWIEZ BPEJ,

“epnu yepn s e Qe
-1ad depeyta) uerensolusd ynjuaq redeqos uvsafnod
qeqniuour unureN ‘wes] oY NpUTy Wep weleje)
ueeleday eped peloy nmp Sued end M1 ey ‘ugelel
-0y woysts ueyeqniad BAUTPeLIa) qeqosuad 10ye) ueyed
-niow eAepnq uefuequieed Uep ULUIEZ URYRANID]
o3jofy yoad reded
D[P Yiqoy uerley uesnyE[Ip snaey eInf UojBI] UREp
woyed yeqniuew Ynju[) ‘uojery] jeqersy eaed uwep
uB)NG Ye[epe eAUWE[ep Ip uTe] eejue Sues ‘Snnsuoy
yeqniuour ynjun Sueuomiaq Suek stpleur weorwss epe

eyeyeLS0x uojery] 1p 1de], ‘Yepnur Yepn nyr unsasnod

1! uep yeq ‘mjeSuewr Ynjun),
-1p snaey njex neje efer redeqos uendwoled eugIEM
weypninmour udul eprexyeAB0x uojeIy] eIl M1 qeqas Ya|0
‘uojery] eped Suemdioq enures BAUIY eped effunjeg
“uojeIy s€LI0j0 Ueyedniow nyt unsaSnnd weyeqniog
‘uLTewsY (¢/81) BSE(RS 3 Bungnyip exnay
o04mg oxol(] 1 J01d ‘WO 1ep yexefes texed dexsun
njt Jees eped uojery] weep uplafnnd neje 1SNJYSUOY
wreep uBSuEn)Ip N URYRQNId] ‘Ueelesdy udurmuawt
yojoq Suek nje[-ne| efuey ‘DjreLyed efepnq Jnuesusut
SueA wejs] werejely wewrez eped 1Ry, ‘wendwalad ya[o

ederesN Sur g el
jexolew ueyng ‘nnp yelg
‘pje-nye] elex ueunanjey eped
Jespew eAusnIouad euRUIp ‘WS
ueeleloy neje UeURIMSEY] ySueda
-oWl TUT JBES ISOSYNS UBBIBIIqUId] ‘uend
-urazed efel epe qewsed euewnp (Nputy) eSsurey
ueefeoy] Jees TW{RA ‘MNP nyyes uedusp ueyewresp
ueSuel ut jees efel 1sosyns ueeresiquiad ‘BAUILIMUITY

wdip esiq { “NpUH N Ueure? Eped,
‘TesE
91-o eSBuIY g1-0% peqe Bped WR[S] WeIelE[y o NPWH
weaeje Lep ‘rey punj weyeqniad rurep

yeutod Sued uwrerejepy yetefes eped ueyjeduriuour
Ul BMISLID] ‘[ejULWIBpUN} ueyeqniad ueyqeqaiusu
puorey Yerelosioq uejejed Ipelfuow ueye ‘pumaiay
Teuoq-Teuaq B SIS SNI) BEEATOX U] 1P Bl
-1 refeqes uendwazed Suejua) vuBdEM - (W) VADOX

eleyefBo, uojesy| efey uendwalad [0S

Oz BH6) YR Wy

opz BW B\ P2 ¥H

 UBIdgnef, USWAPUBIY N[Id]



Interview Guide SKH Kedaulatan Rakyat

Pertanyaan Umum

1.

2
3
4.
5
6
i

Sejarah SKH KR

Rutinitas di SKH proses pra peliputan, liputan dan pasca peliputan
Bagaimana sistem seleksi berita di KR

Bagaimana sisitem distribusi di KR

Bagaimana Sistem rapat redaksi dan kebijakan redaksi

Bagaimana penentuan sebuah berita masuk pada halaman tertentu

Kriteria apa yang digunakan untuk menentukan suatu peristiwa atau
wacana layak diberitakan?

Pandangan KR mengenai wacana perempuan sebagai Raja Kraton
Yogyakarta

Pertanyaan Redaksi

1.

Bagaimana redaksi dalam masalah ini?terkait dengan wacana perempuan
raja kraton?

Bagaimana pandangan anda pribadi terkait dengan wacana ini?

Mengapa berita ini ditempatkan pada halaman pertama dan menjadi
headline?

Aspek mana yang ditonjolkan terkait dengan wacana tersebut? Dan aspek
mana yang dikaburkan?

Apakah ada kebijakan redaksi terkait dengan pemberitaan mengenai
wacana perempuan sebagai Raja Kraton?

Apakah tujuan redaksi menempatkan berita-berita mengenai wacana
perempuan sebagai raja kraton di halaman muka dan menjadi headline?
Apakah media anda menampilkan narasumber dari dua pihak??pihak yang
mendukung atau menolak??

Apa yang berusaha di tonjolkan oleh media anda terkait dengan wacana

perempuan sebagai raja kraton??



10.

11.

12.

I,

14.

15.

16.
iR

18.

19.

20.

21.

22.

23.

24,

Bagaimana cara media anda menonjolkan suatu wacana atau narasumber
baik yang mendukung atau menolak wacana perempuan sebagai raja
kraton?

Apakah tujuan media melakukan pembingkaian terhadap wacana
perempuan sebagai raja kraton? Apa yang diharapkan terhadap respon
pembaca?

Apakah orientasi dari media anda?

Apakah semua pernyataan narasumber di tampilkan dalam berita??
Pernyataan apa yang tidak boleh ditampilkan??

Apakah ketersediaan space mempengaruhi isi berita?

Bagaimana cara penentuan judul dan sub judul dalam KR

Apakah ada maksud tertentu dalam setiap judul dan sub judul dalam setiap
pemberitaan KR?

Apakah ada aturan dari redaktur dalam menentukan narasumber?

Berapa narasumber yang diperlukan untuk membuat berita mengenai
wacana perempuan raja kraton??

Apakah ada turan mengenai panjang pendeknya berita yang ditulis
wartawan?’

Apakah wartawan yang meliput mengenai wacana ini ditentukan oleh
redaktur atau ada cara lain?

Mengapa Kr cenderung memilih narasumber yang berasal dari pakar
sejarah dan politik??

Mengapa KR cenderung menyajikan berita yang menolak mengenai
wacana tersebut dan menampilkan berita yang menginginkan
mempertahankan paugeran?

Mengapa berita headline ditulis oleh banyak wartawan??

Kebijakan membuat grafis siapa yang membuat?? Apa fungsinya grafis
atau foto yang digunakan dalam artikel?

Apakah hidup dalam lingkungan dengan struktur opatriarki berpengaruh
pada berita yang dihasilkan?



Pertanyaan Wartawan
1. Sejauh mana anda mengetahui mengenai wacana tersebut?
Bagaimana pandangan anda mengenai wacana tersebut?
Bagaimana Pendapat anda mengenai wacana perempuan Raja Kraton?

Menurut Anda pantaskah seorang perempuan menjadi Raja Kraton?

o b~ w N

Menurut anda mampukah perempuan memimpin suatu kerajaan atau

kasultanan?

6. Apakah anda setuju mengenai wacana perempuan sebagai Raja Kraton
Yogyakarta?

7. Bagaimana pendapat Anda mengenai paugeran yang mengharuskan
pengganti Sultan adalah laki-laki?

8. Bagaimana tanggapan anda mengenai amandemen paugeran di dalam
kraton??

9. Apakah ada kebijakan redaksional dalam pemberitaan?

10. Bagaimana implementasi kebijakan redaksional dalam memberitakan
mengenai wacana tersebut?

11. Apakah kencenderungan atau keberpihakan dalam pemberitaan yang ada
buat berdasarkan kebijakan redaksional? Mengarah kemana
kecenderungan dan keberpihakannya ?

12. Bagaimana tanggapan anda mengenai netralitas dalam sebuah berita?

13. Bagaimana penentuan narasumber yang anda gunakan untuk menjelaskan
permasalahan ini?

14. Apakah judul dan sub judul anda yang membuat? Atau pihak redaktur?

15. Jika anda yang membuat apa maksud dari judul dan sub judul yang anda
buat?

16. Bagaimana penentuan urutan narasumber yang anda tulis ke dalam teks
berita?

17. Apakah ada aturan mengenia panjang pendek berita?

18. Bagaimana penentuan lead dan paragraph penutup dalam berita yang ada

tulis?



TRANSKIP WAWANCARA

Nama : Drs. Hudono, SH

Jabatan : Redaktur Pelaksana

Tempat - Kantor Redaksi KR

Waktu : 28 Maret 2011, Pukul 21.00 — 22.00 WIB
Keterangan

P : Peneliti

H: Drs. Hudono, SH

P: Bagaimana dengan sistem berita di KR sendiri ?

H: E.. kita memang menerapkan beberapa persyaratan dan persyaratannya sanga-
sangat umum . artinya seprti teori jurnalistik ya semacam nilai berita, mana nilai
beritanya yang paling kuat. Kalau nilai beritanya kuat, itu yang kita pilih. Ada
macam-macam nilai berita, ada aktualitas, prominance, proximity, dan
sebgaianya. Ya itu tetap kita gunakan sebagai acuan, karna ini koran lokal ya,
koran Yogya maka lebih mendekatkan dengan masyarakat Yogya. Jadi kalau ada
berita yang bersetuhan dengan kepentingan publik, nilai beritanya lebih tinggi. Itu
kita pertimbangkan penempatannya pada halaman muka.

P: Apakah itu yang menjadi penentuan headline?

H: Ya tentu saja begitu. Berita yang paling penting, paling berdampak pada
masyrakat itu kita pilih menjadi berita headline. Begitu seterusnya tingkat
kepentingannya semakin kurang maka di bawah levelnya. Tapi untuk
menentukannya memang Kkita ada rapat redaksi atau diskusi karena persepsi
masing-masing kan beda. Kan perlu rapat, memilih kira-kira mana, kasus korupsi
dengan RUUK itu penting mana misalnya seperti itu. Kepentingan publiknya
sama- sama besat, hanya saja permasalahan RUUK DIY lebih dekat dibanding
dengan kasus gayus walaupun sama-sama memiliki nilai berita yang cukup tinggi
bobotnya itu. Saya pikir seperti itu.

P: Mengapa Wacana perempuan Raja Kraton dianggap menarik dan layak
diberitakan KR ?

H: Tentu saja yang pertama itu, tadi itu sudah ya seperti yang saya bilang soal
kepentingan publik. Yang aktual tentu saja yang saat ini sedang jadi perbincangan
di masyarakat, terutama masyarakat Yogya bahkan masyarakat nasional. Anatar
itu tadi kalau sekrang ada RUUK dan masyarakat punya pendapat soal
penentapan, maka aspirasi itu menjadi penting untuk diketahui oleh pusat
sehingga kita menempatkannya pada posisi yang lebih luas ketimbang berita-
berita biasa yang untuk masyarakat DI'Y. Nah mungkin bukan sekedar wacana ya,
itu memang sudah implementatif artinya bisa dirasakan langsung oleh warga DIY,
bahwa mereka butuh kepemimpinan. Kan kepemimpinan DIY hampir usai, secara
aturan memang sebenarnya sudah diperpanjang-panjang terus kan? Nah itukan
salah satu penyebab kekosongan kekuasaan, itu nggak boleh kan dalam sistem



ketatanegaraan. Sehingga masyarakat sangat berkepentingan, siapapun, siapa yang
sebetulnya punya hak untuk menduduki orang No 1 di DIY, saya pikir itu.

P: Bagaimana pandangan Anda terkait wacana perempuan Raja Kraton?

H: Ya sebenarnya saya mau balik bertanya, apa yang anda persepsikan tentang
pemberitaan itu. Apa setelah media mengekspos wacana mengenai pemimpin
perempuan, perempuan yang menjadi pemimpin, yang kemudian itu cukup
menghebohkan, kita sebenarnya pingin tahu sie bagaimana reaksi publik atau
reaksi pembaca seperti itu, tentu ini bisa diharapkan bisa menjadi masukan, dan
kemudian ketika saya harus menjawab tanpa adanya penelitian, maka banyak
asumsi-asumsi yang harus saya bangun. Misalnya ketika tidak ada reaksi tidak
ada protes tidak ada demo. Untuk wacana satu itu positif,

Karena nilai-nilai demokrasi itu, itu memang bisa dibangun terlebih dahulu
dengan menyerap aspirasi masyarakat. Ada yang punya aspirasi bahwa raja atau
pemimpin itu adalah laki-laki., itu sudah masuk dalam kesetaraan gender. Tapi
kemudian ada tatanan sosial, tatanan yang lebih khusus lagi di kraton. Di kraton
itu ya nampaknya, yang paling berkuasa adalah raja dan raja itu dan raja adalah
laki-laki. Sehingga tapi sengaja biarlah wacana itu bergulir, nanti persepsi atau
reakdi daripada kraton silahkan dipilih, karena mereka sendiri internal yang
membuat aturan bukan masyarakat. Jadi masyarakat tidak membuat tananan
kraton, tapi internal mereka sendiri. Bolehkan memang tatanan itu diubah, ya
tentu saja silahkan saja. Artinya kalau memang itu kompeten untuk mengubah ya
masyarakat memang tidak bisa memaksa-maksa atau memaksakan kehendaknya,
harus diserahkan pada kraton itu sendiri.

P: Dengan pertimbangan apa berita mengenai wacana ini menjadi headline?
Tujuan redaksi menempatkan berita itu menjadi headline apa?

H: pertama sangat-sangat menarik ya, karena itu tidak pernah dimunculkan dan
ada kesan tanda kutip itu tabu, kenapa tabu pak? Ya kan masyarakat Jawa yang
sepertinya belum bisa menerima kalau pemimpin itu perempuan kan gitu, apalagi
di lingkungan kraton nampaknya belum bisa menerima. Topik itu munculnya
nampaknya sangat menarik dan pers itu membawa misi untuk mencerdaskan
untuk membuka apa membuka wawasan yang semula tertutup menjadi terbuka,
intinya pers itu mencerdaskan masyarakat. Dengan kerena itu diharapkan bisa
masyarakat atau keluarga kraton sendiri, apa ya ada pengetahuan baru ada wacana
baru yang tak pernah disinggung sebelumnya. Jadi inikan menarik. Berita itukan
harus menarik, salah satu nilai berita kan menarik, masih hangat, mengandung
konflik, kontroversial, itu kan masuk dalam kriteria berita.

P: Apakah narasumber yang ditampilkan KR dari pihak pro dan kontra?

H: Saya pikir iya. Akhirnya pengemasan berita ada yang setuju dan ada yang
tidak. Artinya perdebatan itu kami pelihara. Dalam rangka membangun
demokratisasi, dan tidak ada kemudian yang memaksakan kehendak. Sehingga
akhirnya itu semacam menjadi PR yang harus digulirkan oleh kalangan kraton
sendiri, apakah mereka dalam tanda kutip rela menyerahkan kepemimpinan itu



kepada perempuan, dan kita juga meminta beberapa pendapat antara lain dari
kalangan perempuan ya, yang sering memperjuangkan mengenai kesetaraan
gender, ya tentu mereka sangat setuju. Dan mereka yang sudah memegang budaya
turun-temurun nampaknya masih agak sulit. Tapi tetep wacaan itu diterima
sebagai bahan diskusi, belum bisa aplikatif. Karena tatanan yang ada belum
memungkinkan, tapi bukan tidak mungkin suatu saat terjadi. Kita lihat misalnya
Sultan HB X tidak memiliki anak laki-laki. Perdebatannya di situ, apakah
kemudian harus laki-laki, bagaimana seandainya putri Sultan yang secara
kemampuan intelektual lebih tinggi dibandingkan yang lain apakah putri Sultan
punya hak,iru kan masih ada yang harus dilakukan.

P: Apa yang berusaha ditampilkan oleh media KR sendiri dengan wacana
perempuan raja Kraton? Apa yang ditekankan KR?

H: Sebenarnya kita ingin ada kedewasaan berfikir, ada wawasan baru yang
membuka mata masyarakat bahwa kesetaraan gender ini sudah mulai digulirkan
lagi, dan factor kepemimpinan itu memang tidak mudah. Tidak hanya didasarkan
pada jenis kelamin. Itu yang coba ditampilkan oleh KR. Kalau Kr tidak
menampilkan itu memang bisa ya, memang ya itu ada misi sosial yang harus
diemban oleh media untuk mencerdaskan masyarakat. Bahwa itu kemudian tidak
diterima memang fakta sosialnya seperti itu, belum bisa menerima kehadiran
perempuan sebagai pemimpin,

P: Apa orientasi dari media KR sendiri?

H: Ya tentunya kedepan. Pemimpin masa depan, tidak hanya besok, suksesi di
kraton saja, tidak seperti itu namun bisa bertahun-tahun yang akan dating. Bisa
memikirnya jauh ke depan. Bahwa ada model-model kepemimpinan yang harus
melibatkan perempuan misalnya, bahwa pandangan laki-laki harus memimpin,
perempuan harus dibelakang itu tidak relevan lagi. Ya orientasinya seperti itu biar
fair, memang untuk membangun itu tidak gampang karena persepsi yang berbeda-
beda sehingga harus didiskusikan kepada masyarakat karena masyarakat lah yang
berhak tahu siapa yang akan memimpin mereka,

P: Apakah semua narasumber ditampilkan dalam sebuah berita? Bagaimana
yang layak ditampilkan dalam sebuah berita?

H: Tidak harus ditampilkan dalam sebuha berita. Kalau anda amati, itu juga ada
dalam artikel atau opini memeang ada perbedaan yang jelas ketika tulisan masuk
dalam halmaan opini,maka itu betul-betul pendapat pribadi dari masing-masing
penulis. Dan media berhak untuk menentukan kelayakan dari pendapat tersebut,
sehingga boleh jadi pendapat yang saling bertentangan itu ditampilkan, yan tidak
harus sama, masyarakat yang protes dengan argumentasi yang cukup kuat Kita
pertimbangan pemuatannya.

P: Apakah keterbatasan space mempengaruhi penempatan sebuah berita,
panjang pendeknya berita?

H: Tentu-tentu sangat mempengaruhi ya. Kita memang dibatasi bukan saja
dengan waktu atau deadline, tapi juga space, ada iklan misalnya seperti itu, yang



kemudian dating dengan tiba-tiba, sehingga mengurangi porsi berita, sehingga
kita tidak bisa kemudian, membuang iklan, itu tidak mungkin ya, itu nafas dari
media, dan yang lebih penting adalah substansi. Gimana berita yang sangat
panjang, kita mempatkan agar sarinya masuk dan ini adalah kemahiran seorang
redaktur, bagaimana dia membuat berita yang cukup panjang, menjadi sangat
singkat, namun substansinya bisa masuk.

P: Siapa yang berhak menentukan judul dan sub judul dalam sebuah
berita??

H: Judul itu kami sebenarnya mendorong semua reporter untuk membuat judul,
silahkan reporter loe buat judul, karena you yang paling tahu apa yang anda tulis.
Kemudian di meja redaksi akan berbeda karena judul harus pendek. Judul harus
mencerminkan isi, itu tidak bisa kita simpangi, judul harus mencerminkan isi,
karena ini media cetak maka space ya itu kita lihat sendiri memang sangat-sangat
terbatas. Sekitar 2, 3, 4 , kolom dan sebagainya. Sebisa mungkin judul itu singkat
ya. Bisa jadi judul yang disampaikan wartawan itu bagus kemudian, spacenya
memadai dan cukup tidak terlalu lembut, tidak terlalu kecil maka kita bisa palai
judul yang diajukan wartawan.

P: Apakah redaktur menugaskan wartawan mencari narasumber yang
sudah ditentukan?

H: Kita tidak seperti itu, tidak mengharuskan untuk a, b, c¢,d tapi kita memberikan
gambaran paling tidak kalau anda mau menulis soal RUUK/wacana perempuan
raja kraton maka dia punya kompetensi untuk ngomong jadi bukan asal
narasumber tidak bisa. Karena kredibilitas narasumber juga diperhitungkan.
Orang ini jujr apa nggak, itukan sebenarnya karakter yang bisa dinilai, ketika
orang itu sering berbohong, sesungguhnya sudah tidak layak dijadikan sebagai
narasumber. Kemudian itu terkait dengan kompetensi, narasumber ahli, karena ya
adalah narasumber ahli tapi ngomongnya nggak bener juga ada. Kemudian kalau
Kita cari grass root misalnya, maka kita ada penelitian kecil-kecilah, kayak polling
itulah siapa narasumber yang paling dominan. Kalau Jogya masyarakat kaki lima
misalnya, ya kita ambil sampel 1,2,3 eh lainnya lagi mungkin petani,

P: sesuai kebijakan redaksi berapa narasumber yang dianjurkan dalam
sebuah berita?

H: Ya kalau dari aspek jumlah sie, sebenarnya kita tidk membatasi harus secara
ketat nggak, tapi kalau itu terkait dengan wacana yang kemudian menjadi
perdebatan, maka paling tidak ada dua pihak yang dihubungi, cover both side,
atau cover all side, itu semuanya dihubungi sehingga beritanya imbang. Orang
membaca akan mengetahui pendapat yang pro sekaligus dia akan mengetahui
pendapat yang kontra. Kemudian disisakan ada argumen yang disampaikan oleh
masing-masing itu sehingga masyarakat itu akan bisa menilainya. Tidak bisa
kemudian saya sangat suka yang pro maka mencari narasumber yang pro,



P: Apakah penentuan 2 narasumber dalam berita untuk mendukung
netralitas dalam sebuah berita?

H: Ya begini yah, sebenarnya media itu tidak harus netral, bahwa media itu harus
independen iya. Media itu harus independen. Independensi itu apa sie artinya?
Artinya dia itu punya kebebasan untuk netral dan berpihak. Ketika masyarakat itu
kekurangan bahan makanan, tidak bisa mendapatkan akses untuk mencari bahan
makanan, maka media harus berpihak. Media berpihak pada siapa? Pada
penderitaan rakyat kan seperti itu. Tapi kemudian kalau ada konflik Sara, umat
yang kemudian bertempur, kemudian mau apa? Apakah mau berpihak? Tentu
tidak. Media akan netral. Sikap netral dan tadi itu adalah bagain dari
independensi.

P: Bagaimana sikap KR terkait wacana perempuan Raja Kraton Yogyakarta
2.2

H: Kalau KR sendiri netral ya, karena meskipun nanti penilaian anda berbeda ya,
bisa saja kalau dari beritanya kug isinya seolah mendukung, karena barang kali
mayoritasnya kurang mendukung. Namun kita juga menampilkan bagaimana
pihak yang mendukung. Artinya aspirasi yang kemudian diperlihatkan di publik
dan diekspos media ya sah-sah saja. Karena itu bagain dari demokrasi yang tidak
bisa kemudian itu diredam. Kalau kemudian ternyata berdampak yang terjadi aksi
anarkhis, itu lain soal, maka kemudian kita mengangkat berita aksi-aksi anarkhis
itu yang ternyata mencederai demokrasi.

P: Mengapa berita yang menjadi headline ditulis oleh 2 /3 wartawan?

H: Tentu saja kita ingin mendapatkan informasi sebanyak-banyaknya, seluas-
luasnya dengan space yang terbatas maka ini dari aspek praktis saja sebenarnya
dengan lebih banyak melibatkan wartawan. Maka hasilnya akan maksimal. Bisa
mencari narasumber dengan cukup banyak dan berimbang. Tapi kalau hanya satu,
saya tidak yakin, wartawan itu bisa mengcover semuanya.

Ya karena ini persoalan yang tidak ringan kan gitu, apalagi kita terbatasi dengan
waktu, jangan sampai kemudian menjadi basi atau kemudian menjadi tertunda,
jadi hari itu harus selesai kan. Bisa 3,4 bahkan 5 orang wartawan sangat mungkin.
P: Bagaimana dengan kebijakan redaksi terkait dengan grafis? Siapa yang
menentukan? Dan apa tujuannya?

H: grafis itu untuk mempermudah pembaca untuk membaca suatu fakta, peristiwa
atau fenomena. Untuk memudahkan sebenarnya,. Nah itu bisa berasal orang yang
meng grafis (pekerjaannya mengrafiskan juga ada) atau juga bisa dari redaksi
sendiri sudah punya rancangan dan nanti berita apa, point-point apa yang akan
dibuat grafisnya. Setelah didapatkan maka akan diteruskan pada tim grafis.
Pemuatan sebuah foto juga hamper sama tujuannya dengan pemuatan grafis.
Meskipun di sini ada redaktur foto, tapi harus didiskusikan juga karena foto tidak
hanya sekedar foto itu indah, bagus dan sebagainya, tapi substansinya juga bisa
masuk. Kalau itu foto kemudian melanggar etika, kan juga repot. Dia harus
terbukti yang terkait dengan pemuatan foto. Itupun secara dominan mereka sendiri
yang menentukan yang berinisiatif ini Iho foto bagus. Foto bagus apapun kalau
kemudian di rapat redaksi ini tidak layak, dan ini takut bermasalah ya cabut.



P: Apa maksud dari judul headline besar dan sub judul yang kecil?
Mengapa ada dua judul?

H: Ya inikan sebenarnya yang lebih besar, lebih tebal itu lebih penting. Kalau
judul yang di atas ini hanya sebagai navigator, navigator untuk menjelaskan apa
sie ini kaitannya dengan apa sie, kalau orang baca dari jauh “Raja Yogya Bisa
Perempuan” sebenarnya sudah cukup, sudah tahu. Di edarkan di masyarakat orang
satu Yogya bisa tahu dan langsung dong kan itu, sberulya Sultan BH soal suksesi
Kraton inikan sebetulnya hanya penjelas aja, navigator aja. Jadi judul yang atas
tidak harus ada. Itu hanya untuk memperjelas saja dalam konteks apa, o terkait
dengan suksesi.

P: Apakah kedekatan dengan kraton Yogya mempengaruhi pemberitaan?

H: Kalau kedekatan memang sejak dari dulu. Kedekatan itu juga bisa diartikan
mengkritisi, karena kita tidak bisa membiarkan kraton menjadi kaku misalnya,
maka kita mengkritisi kraton, mengkritisi perilaku pangeran di kraton misalnya,
itukan bagian dari kedekatan juga untuk membangun kebersamaan. Dan selama
ini tidak ada masalah, mengkritik pangeran di kraton itu tidak masalah, mereka
bisa menerima, asal yang kemudian kita lakukan itu dengan cara yang halus dan
budaya Yogya ini. Itu yang spesifik yang tidak dimiliki oleh Koran lain. Kalau
Koran lain lebih keras, cumin kita menyentil lewat pernyataan sudah terasa,
kemudian kita kerasanya mereka lebih peka ketimbang harus dijelaskan secara
vulgar.

P: Bolehkan pernyataan narasumber dijadikan sebuah berita?

H: Kalau itu boleh-boleh saja. Kalau kita sangat kuat referensinya, dan kita sudah
menyakini bahwa pernyataan narasumber ini mengadung kebenaran maka itu bisa
djadikan pilihan judul. Karena itu sangat menarik dan alasannya masuk akal, dan
redaksi itu berpendapat itu sangat-sangat bagus, dan memenuhi aspirasi warga
Yogya misalnya. Jadi harus ada referensi terlebih dahulu. Kalau ini nampaknya
kayak gawe-gawe ya nggaklah kita tidak mengangkatnya sebagai judul.

P: Terkait dengan pemilihan pakar sejarahwan dan politik, apa wacana
perempuan raja kraton Yogya ini termasuk dalam permasalahan sejarah
dan politik?

H: Ya memang itu bisa dipisahkan dari sejarah. Masyarakat juga perlu tahu,
apakah ada sejarahnya perempuan memimpin Kkerajaan seperti itu, kalau
wacananya adalah raja perempuan tadi, ya maka kita perlu menelusuri pakar-
pakar sejarah yang secara keilmuan menguasai sejarah berdirinya kraton
Yogyakarta.

Wartawan sendiri sebelum bertanya pada seorang ahli sejarah kraton misalnya,
dia seharusnya membaca buku dulu, meskipun tidak secara utuh. Paling tidak itu
bisa menuntun wartawan untuk menanyakan hal-hal yang sangat substansial,
sehingga betul-betul menguasai bidang wartawan itu. Tidak kemungkinan
mengajukan pertanyaan yang mungkin sifatnya dangkal, seprti orang yang belum
pernah baca sejarah. Nah ini yang coba kami terapkan, sehingga narasumber
merasa nyaman bertemu dengan wartaawn yang sangat Kritis akan sejarah.
Apakah mungkin sejarah itu tidak bisa diubah, apakah pendiri kraton sejak awal



itu, menghendaki raja memang harus laki-laki, apakah benar seprti itu ataukah
memang pada saat itu kemampuan untuk memimpin hanya dimiliki oleh laki-laki,
bagaimana jika zaman sudah berubah dan kemampuan itu dimiliki oleh
perempuan, edangkan laki-laki ternyata kalah.

P: Apakah KR mendukung mengenai wacana perempuan raja kraton?

H: Itukan sebats pendapat, saya secara kelembagaan tidak bisa mengatakan KR
setuju atau tidak, tapi paling tidak saya memberikan rambu-rambu untuk suksesi
di kraton, Kkita tetap mengarapkan dilakukan secara demokrasi. Demokrasi itu
bukan berarti pemilhan atau penetapan, tapi melibatkan pihak-pihak berkompeten
dan memang punya hak. Kalau mereka menghendaki pemimpin adalah laki-laki,
dan dari kemampuan juga memenuhi syarat y ok. Tapi itu juga berarti ya sama
dengan vyang dulu-dulu, tapi bagaimana kalau perempuan? Kalau
perkembangannya sudah berubah, dan masyarakat juga tidak alergi dan sudah
punya kedewasaan berfikir berpolitik, sehingga itu bukan hal yang menakutkan.
Ya oke saja, silahkan saja. Dalam kaitan itu, KR kemudian tidak mengarahkan,
tapi mengawal bagaimana proses demokrasi itu berlangsung. Bahwa pilihan itu
bukan di KR nya, tapi kita coba menropong itu, mengawal, proses demokrasi di
kraton Yogyakarta itu.
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Tempat : Kantor Redaksi KR
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Keterangan

P : Peneliti

A: Aksan susanto

P: Sejauh mana Anda mengetahui mengenai wacana perempuan Raja
Kraton Yogyakarta ?

A: Wacana ini muncul 1 tahun yang lalu. Pada waktu itu muncul karena masih
terkait dengan RUUK Yogyakarta. Dimana kraton harus ..pada waktu itu
masyarakat mempertanyakan siapa yang harus menjadi penerus kraton
Yogyakarta dari pohak kraton sendiri. Mengingat Sultan HB yang sekarang tidak
memiliki anak laki-laki. Karena dalam paugeran itu sendiri atau konstitusi kraton



raja itu haruslah laki-laki. Dan itu juga berlandasankan rentetan sejarah bahwa
kraton Yogyakarta adalah turunan dari kerajaan Mataram Islam. Nah sementara
itu Sultan HB yang ke 10 yang terkenal sebagai seorang yang demokratis, yang
mengakomodasi nilai-nilai demokratis mencoba menggulirkan bahwa raja
Yogyakarta itu perempuan. Wacana itu digulirkan sendiri oleh Sultan yang bukan
orang lain di luar kraton belum pernah menggulirkan wacana seperti itu.
Kemudian wacana tersebut menimbulkan pendapat yang berbeda dari masyarakat.
Yang saya tahu memang kerajaan Mataram itu pernah dipimpin oleh seorang
perempuan, tapi Mataram saat itu adalah Mataram Hindu. Seteleh Mataram Hindu
runtuh dan berubah menjadi Mataram Islam. Dalam budaya Islam memang tidak
boleh perempuan menjadi pemimpin. Jadi hal itulah yang membuat wacana yang
digulirkan Sultan menuai banyak tanggapan. Menurut sejarahwan UGM semua itu
memungkinkan tapi harus diubah dulu konstitusi kratonnya atau paugeran yang di
kraton. Hanya saja kendalanya adalah kraton inikan representasi institusi budaya
Islam karena kraton Jogya ini tidak bisa mengingkari fakta sejarah kalo dia inikan
turunan dari masyarakat Islam. Sehingga apakah mungkin jika raja kraton itu
perempuan mengingat budaya Islam yang menganut patriarki ini, sehingga ya
itulah yang menjadi pertimbangan.

P: Bagaimana pendapat anda mengenai wacana perempuan Raja Kraton
Yogyakarta ini?

A: Ini pendapat pribadi ya, tidak mewakili institusi media. Kalau saya setuju kalau
seorang perempuan menjadi Raja. Pendapat saya ini dengan pertimbangan
rasional ya. Artinya dari pertimbangan segi humanisme bahwa setiap orang itu
memiliki peluang yang sama untuk melakukan apapun termasuk peluang untuk
menjadi pemimpin. Beberapa kerajaan di negara lain pun ada yang dipimpin
perempuan itu banyak, jabatan publik level manapun faktanya juga banyak, bisa
kita lihat seperti presiden, gubernur,bupati hingga ketua RT. Dan juga untuk
kerajaan ngayojokartohadiningrat juga tidak akan jauh berbeda kualifikasinya
yang dubutuhkan oleh perempuan sehingga ia layak diangkat menjadi seorang
Raja. Ya itu pendapat saya persoalan nanti timbul pro dan kontra ya tidak tahu.

P: Menurut Anda bagaimana dengan paugeran, seberapa kuat paugeran bagi
kraton?

A: Paugeran itukan konstitusi, negara ini memiliki UUD, UUD itu juga bisa
diamandemen eh paugeran pun juga tentu demikian pasti bisa diubah bergantung
pada stakeholder yang ada di kraton tersebut baik itu raja, kerabat kraton dan
warga kraton, saya tidak begitu mengerti..karena kerajaan ini suudah,,istitusinya
masih ada tapi saya tidak tahu kekuasaannya masih ada atau tidak.. sehingga
ketika tidak ada kekuasaan,otomatis tidak ada yang dikuasai. Ada pemerintahan
namun tidak ada rakyatnya, tapi mungkinlah kalau paugeran itu diamandemen.

P: Sulit tidak melakukan amandemen paugeran?
A: Ya saya tidak tahu sulit atau tidak, itu tergantung pada mereka yang punya
kompetensi terlibat dalam perubahan amandemen.



P: Apakah anda ditunjuk untuk melakukan liputan mengenai wacana
perempuan raja kraton ini?

A: Saat itu saya ditugaskan oleh redaktur untuk menindaklanjuti berita yang
bergulir mengenai wacana perempuan menjadi raja Kraton Yogya, Mengapa?
Karena berita ini sangat menarik.

P: Apa yang membuat wacana ini menjadi menarik untuk diberitakan?

A: Menarik karena kriteria berita,kelayakan berita itukan banyak ya, adapun yang
menarik karena hal ini sangat fenomenal fenomenalnya adalah ya ini adalah hal
yang luar biasa, beda dan aktual pasti. Ya karena untuk perempuan menjadi Raja
Kraton saat ini kan sangat aneh. Jelas kita tahu bahwa paugeran yang ada di
kraton Yogya itu yang merupakan keturunan dari kerajaan Islam itu tidak
memungkinkan bahwa seorang perempuan menjadi pemimpin. Nah tapi Sultan
mengugulirkan wacana itu. Nah oleh sebab itu masyarakat perlu tahu, masyarakat
perlu referensi sebenarnya ada apa di balik wacana yang digulirkan Sultan itu,.
Untuk itu kita perlu memperkaya itu dengan menggali lebih jauh melalui orang-
orang yang memiliki kompetensi dibidangnya, seperti Sejarahwan UGM. Yang
ternyata memang betul dia mampu mengungkap sejarah Mataram, yang pernah
dipimpin oleh raja perempuan. Tapi waktu itukan Mataram Hindu, bukan
Mataram Islam. Jadi memberikan referensi , ingin memberi pengetahuan kepada
masyarakat aja.

P: Frame yang ditampilkan dalam berita yang anda tulis merupakan
penugasan dari redaksi atau anda yang membuat?

A: Mungkin karena masalah kepercayaan ya,jadi saya diberi kebebasan untuk
membuat frame sendiri. Frame yang saya pakai waktu itu adalah ya referensi,
karena yang saya wawancarai adalah pakar sejarah. Dimana sejarah zaman dulu
terkait dengan wacana yang bergulir ini. Jadi Prof Djoko Suryo bisa menampilkan
fakta sejarah bahwa seorang perempuan bisa menjadi raja

P: Bagaimana dengan penentuan narasumber? Siapa yang menentukan,
redaksi atau anda sendiri?

A: Pemilihan narasumber saya yang memilih. Berdasarkan substansi diambil dari
sejarahwan, yang kedua adalah siapa yang paling gampang untuk dihubungi.
Waktu itu penentuan mengenai liputan ini malam-malam. Saya juga wawancara
sudah malam sekitar jam 8 atau jam 9 malam saya telpon ke rumah beliau. Karena
biasanya ada perkembangan-perkembangan yang mendesak, baru diketahui
malam, dan malam itu harus difollow up. Nah kadang-kadang banyak yang sudah
tidur, ada yang sudah capek, lagi ada cara pengajian lagi ada acara apa kayak gitu,
sehingga ya kadang tidak ada alasan yang spesifik terhadap narasumber, bahkan
alasanya ya hanya dia yang bisa dihubungi malam itu.

Pemilihan narasumber orang yang berkompetensi, tidak sembarang orang bisa di
wawancarai, pemilihan narasumber itu dipilih dan ditentukan berdasarkan
kepentingan pemberitaan kalau memang untuk berita yang membutuhkan orang
yang berkompetensi ya kita harus mewawancarai orang yang berkompetensi.



Pak Achiel ini termasuk orang yang berkompetensi karena diakan seorang
advokat yang terkenal dan ternama, namun tidak menampik kemungkinan kita
mewawancarai tukang becak pedagang di pasar, tapi ya itu pertanyaannya tidak
sama yang ditanyakan pada narasumber yang berkompetensi itu.

P: Kenapa memilih narasumber Prof. Dr Djoko Suryo?
A: Yang pertama dia sejarahwa dan berkompetensi, dan kebetulan bisa dihubungi
malam itu. Kalau ternyata nggak saya cari yang lain. Sering begitu itu,

P: Berdasarkan kebijakan redaksi berapa narasumber yang dibutuhkan
dalam satu berita?

A: Jumlah narasumber itu dipengaruhi oleh jenis berita. Kalau beritanya tidak
berbau konflik satu saja cukup. Tapi kalau konflik ya harus dua karena harus
cover both sides. Asal bukan rumors asal bukan konflik satu saja cukup.

P: Bagaiamana dengan pernyataan narsumber yang Anda pilih bagaimana?
A: Ya kedua narsumber kan menjelaskan bahwa di kraton sudah ada paugeran
bahwa di situ sudah disebutkan bahwa tidak ada anak laki-laki maka bisa saudara
laki-laki, dari raja sebelumnya, ehhmm saya sendiri tidak ingin mempengaruhi,
tidak ada maksud untuk mempengaruhi masyarakat agar menolak wacana
perempuan menjadi raja. Tapi secara kebetulan memang ada narasumber yang
menyebutkan dan bernada tidak setuju karena sudah ada paugeran, dia bersikeras
sudah laki-laki, nadanya kan begitu pesan yang ditangkap kan begitu, nah soal-
soal seperti itu kita tidak menggiring masyarakat untuk mengikuti, karena secara
toh ini berimbang karena Prof djoko sendiri berpendapat kalau ingin ada raja
perempuan maka harus mengamandemen paugeran artinya ada alternatif, tapi
narasumber satunya mengatakan kita sudah memiliki paugeran jadi kenapa repot-
repot, bahasanya seperti itu. Kalau tidak ada anak laki-laki maka saudara laki-laki.
Ini merupakan bentuk kami mengakomodir setiap aspirasi masyarakat, sebenrnya
yang dilakukan KR ini adalah menampung aspirasi masyarakat, ada yang bilang
kalau ingin perempuan yang paugeran diamandemen saja terlepas dari sulit atau
mudahnya, di berita lain narasumber bisa berkomentar lain entah itu apalah, jadi
kita mengakomodir pendapat masyarakat kalau kita membendung pendapat-
pendapat yang berbeda itu sama saja diri kita menjadi tidak independen, tidak
obyektif.

P: Bagaimana dengan judul dan sub judul berita, siapa yang membuat?
A: Kalau itu saya sendiri yang membuat,

P: Dengan maksud apa memilih judul tersebut?

A: Ya maksudnya hanya untuk memberikan referensi pada masyarakat saja. Jadi
kalau menginginkan perempuan berarti perlu mengamandemen paugeran, jadi
ingin memberikan penjelasan bahwa kraton sudah memiliki paugeran, jadi kalau
menginginkan perempuan ya paugerannya dicabut dulu diganti.



P: Bagaimana penempatan narasumber dalam berita yang anda buat ?
Mengapa Prof Djoko Suryo ditempatkan pada awal berita ?

A: Karena bobot beritanya lebih tinggi. Bukan karena sejarawhwan tapi karena
bobot nilai beritanya lebih tinggi. Membuat berita itukan piramida terbalik, jadi
yang besar ditaruh di atas

P: Apakah ada aturan redaksi terkait tentang panjang pendeknya berita?
A: Nggak sie. Sejauh mana itu perlu ya ditulis. Panjang pendeknya itu ya tidak
ada aturannya.

P: Terkait dengan isu keadilan gender, bagaimana pendapat Anda mengenai
hal tersebut?

A: Saya setuju bahwa raja kraton perempuan itu keadilan dan kesejahteraan
gender terwujud.

P: Apakah pernah ideologi patriarki yang ada mempengaruhi dalam
penulisan berita yang anda buat?

A: ltu tidak pernah terpikir untuk membedakan antara laki-laki dan perempuan.
Pemilihan narasumber yang kesemuanya laki-laki itu karena kompetensi,bukan
karena jenis kelamin.

P: Bagaimana dengan sistem rapat redaksi sendiri?

A: Rapat redaksi malam pukul 8 malam, dihadiri oleh redaktur dan wartawan
membahas mengenai berita hari ini apa, ada nggak yang perlu ditindaklanjuti
untuk menjadi running news, kalau tidak ada, apa yang diliput besok.

P: Sebenarnya Apa yang ingin Anda tonjolkan dari berita yang anda tulis?
A: Kepentingan masyarakat, karena wacana raja perempuan itu akan berdampak
pada masyarakat, meskipun secara formal eh defacto kraton itu sudah tidak punya
kekuasaan wilayah dan rakyat, ibarat sebuah negara ya syarat-syaratnya harus
punya pemerintahan, wilayah dan rakyat nah itu semua kan kraton hampir tidak
pernah bisa dilihat, tetapi masyarakat Yogyakarta masih merasa memiliki kraton.
Sehingga apapun perubahan yang terjadi di kraton itu akan berdampak pada
masyarakat, karena masyarakat masih merasa memilikinya. Nah oleh sebab itu
dalam membuat berita pertimbangan utama dan pasti selalu menjadi yang utama
adalah kepentingan publik. Bukan kepentingan KR, bukan kepentingan kraton,
bukan kepentingan saya sendiri.

P: Apakah KR mengakomodir kepentingan rakyat dengan membuat
pemberitaan seperti itu?

A: lya mengutamakan kepentingan publik. Karena publik ingin tahu maka publik
harus tahu. Sebab itu kita kasih tahu

P: Ada kendala ketika melakukan peliputan mengenai wacana perempuan
raja kraton ini?
A: Nggak ada kendala.



P: Ketika menulis berita ini apakah memperhatikan perkembangan isu
seputar wacana perempuan raja Yogya

A: Ya betul, agar tidak overlapping atau mengulang, jadi dilihat dulu berita-berita
sebelumnya. Sehingga tidak mengulangi berita lagi.

P: Meliput berita ini sendirian?
A: Kalau ada dua kode ini berarti narasumber yang satunya diwawancarai
wartawan lain. Seperti Pak Achiel ini diwawancarai mas Jono.

P: Yang menulis berita siapa?

A: Saya hanya melaporkan pada redaktur, ini hasil wawancara saya dengan Pak
Djoko, kemudian mas Jono juga melaporkan hasil wawancara dengan pak Achiel
jadi nanti yang menggabungkan adalah redaktur. Redaktur halaman.

P: Bagaimana dengan sistem seleksi berita?

A: Berita yang ditampilkan tentunya berita-berita yang menarik dunk. Kriteria
menariknya? Berita yang menarik itu satu kontroversial, sedang tren, sedang
aktual atau menjadi pembicaraan umum, proximity (kedekatan dengan secara
geografis dan emosional), prominance,

P: Bagaimana dengan sistem seleksi berita?

A: Ya karena kepentingan publiknya besar. Karena kita menilai bahwa berita
mengenai RUUK dan juga wacana ini kepentingan publiknya sangat besar, karena
berkaitan langsung dengan rakyat Yogya. Dan sangat menarik untuk diberitakan.
Pertimbangan redaksi KR bahwa kita menilai perbincangan UUK itu kepentingan
publiknya sangat besar, itu menyangkut dengan warga DI1Y. Dalam RUUK itukan
banyak hal yang dibahas termasuk tanah, kebudayaan, kepemimpinan daerah,
sehingga itu harus kita ikuti terus, jadi publik perlu tahu tentang perkembangan
perjalanan RUUK. Apalagi kraton masih memiliki pengaruh pada masyarakat,
apalagi masih banyak asset-aset kraton yang dimanfaatkan oleh masyarakat
contohnya Sultan Ground. Bahkan banyak yang sudah dialihkan menjadi hak
milik desa. Banyak juga yang menjadi milik negara padahal milik kraton

P: Apakah kedekatan historis dengan Kraton mempengaruhi pemberitaan
seputar kraton?
A: Sama sekali tidak ada. Intervensi kraton tidak ada, KR itu independen

P: Apakah mengutamakan netralitas dalam pemberitaan ?

A: Tidak, kami berpihak pada kepentingan publik,. Media tidak boleh netral lho,
harus berpihak. Lha kalau netral nanti ada mafia yang berkuasa yang punya
kebijakan yang merugikan masyarakat kalau kita (media) netral maka akan
menjadi-jadi itu pemerintah.

Netral itukan seperti tidak memiliki pendirian, independen itu kan tidak
bergantung, tidak bergantung itu maksudnya mandiri, punya prinsip. Tidak
bergantung itu maksudnya Kkita melakukan sesuatu dengan kemampuan sendiri,



tidak memerlukan pihak lain. Sedangkan media itu harus berpihak, kenapa harus
berpihak karena harus punya sikap. Ketika pemerintah memiliki kebijakan yang
merugikan masyarakat, jika media netral maka akan menjadi-jadi. Menginjak-
injak hak rakyat. Tapi kalau kita berpihak pada kepentingan publik atau
kepentingan rakyat pada saat itulah kita menyuarakan kepentingan rakyat maka si
pemilik kebijakan tidak semena-mena. Maka seperti yang saya katakana tadi, kita
harus berpihak tapi independen. Oleh sebab itu media tidak boleh netral. Tapi
jangan diartikan berpihak itu dalam situasi konflik lho, kalau dalam situasi konflik
tidak boleh berpihak tapi tetap independen tidak boleh bergantung.

P: Ada pelatihan jurnalistik sebelum menjadi wartawan KR?

A: Oo ada. Semacam training. Seperti ditugaskan untuk liputan lalu disuruh
menulis berita. Training intensifnya selama 2 minggu. Setelah itu ya learning by
doing.

P: Latar belakang sebelum bergabungg di KR
A:saya lulusan teknik sipil dan sudah 6 tahun bekerja di KR. Pertama kerja di

radio, saya jadi reporter dan penyiar. Saya kerja di radio berita selama 4 tahun,
bosan saya melamar di KR, saya lulus kuliah tahun 2000 dan situasi belum
membaik saya melamar di KR dan sekarang diterusin aja, soalnya cari kerja lain
nggak laku. Kebetulan pengalaman kerjaku nggak bisa dipake wirausaha, nggak
bisa dipake untuk kerja yang lebih baik makanya saya terusin aja. Karena saya
sudah merasa kerja di perusahaan terbaik, hehehe
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